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CAMA T BAHLIAHRART BETATAN

Manimbang A hahwa  untuk  melakaanakan  perigadaan  baiang/asa e
Kacamatan Hanjarhara tolalan, pengguns angogaren /ey ing
hatang  perl menunjuk Pajabal pada unt kegae Vecanatag
Hanjarharo Halalan selako Hajobal Pamiboal Vamtimer,

b bahwa hotdasatkan petiimbangan sabagalimana dinak sl poada
hutut s, parlu ditstapkan dengan Vegolusan Camat Haojarbai
talalan,

Mangingal 1 Undang Undang  Nomar 9 Tahun 19949 lemtany  Pambearukan
Kotamadya  Daarah  Tingkat (1 Banjarbara  (Lambatan Hegaa
Hopublik Indonesla Tahan 10949 NHamar A%, Tambahan | smbaran
Nagara Hepublik Indoneasla Nomor %1427),

7. Undang-Undang Nomaor 265 Tahun 19949 tentang Peryelenggaraan
Nagara Yang Dersih dan Debas dan Korups Kolusl dan Hepotisine
(Lombaran  Negara  Hepublik  Indonasia  Tahun 1999 Homeor
70, Tambahan Lambaran Hegara Hepubliv Indonesia Homar 465451),

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tantang Yeuangan NHegars
(Lambaran  Negara  Hepublik.  Indonesia  Tabwn 20075 Mo
A7, Tambahan Lambaran Negara Hapublik Indonesia Homeor AZ68),

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 {entang Parbendaharssn
Nogara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Homeor
b, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4355),

b, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Parimbangan
Kouangan antara Pemerintah  Pusat dan Pemerintah  Dasrah
(Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

0. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daorah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567)
sebagaimana telah diubah beberapak kall terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolazan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negaa Republik Indonesia Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengalolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

Dipindai dengan CamScanner



Menetapkan
KESATU

KEDUA

XS S

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tela.h
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

13. Peraturan Materi Dala

m Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaa

n Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Dalam Wilayah Kota Ba
Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13)

15, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);

16. Peraturan Walikota Ba
Penjabaran Anggaran

Anggaran 2019 (Berita

48);

njarbaru (Lembaran Daerah Kota

njarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor

MEMUTUSKAN :

Keputusan Camat Banjarbaru Selatan tentan
Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 20
sebagaimana tercantum pada lampiran Keputu

Pejabat Pembuat Komitmen
KESATU mempunyai tugas :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
meliputi :

1) Spesifikasi teknis barang / jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3) Rancangan Kontrak

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat
Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian:

d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa;

e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa
kepada PA/KPA;

g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada
PA/KPA dengan berita acara penyerahan:

h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
pengadaan barang/jasa .

j. Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/atay
perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

k. Menetapkan tim pendukung; - .

I. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk
membantu pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Pengadaaan; dan

9 Penunjukan Pejabat

20 dengan daftar nama
san ini.

(PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum

Dipindai dengan CamScanner




i BV AN yepaia
m Manetapkan besaran uang uke fang avan )
“ﬂllyl‘il““ ln"“”“ / l““ﬂ
Ny Kepulusan i Abehianv A

A C Hegala bilaya | akibil eliimbagika > aniacha
KETH by PEYS yang Umbu Sk v ¥ artof ¥ ecarmalan f:kﬁ;d'?,d'u

pada Dokumen Pelaksannnn fnggarsn
Solatan Tahun Anggeren 2020

KEEMPAT Koputusan inl beraku sejak tanggal ditetapksn

Dietapkan di - Banarbar
poda tanggal - Januan 2020

M CAMAT BANJAREARL seu«ma,t

HINDRA PUTERA, S.5TP, MM
Pembina
NIP,19830505 200212 1 001
Tembusan :
1. Walikota Banjarbaru, di Banjarbaru
2. Kepala Inspektorat Kota Banjarbaru, di Banjarbaru
3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru, di Eanjarbaru
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarbaru, di Banjarbaru
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip
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Fampian - Koputisan Camat Hanjarhsri 5
MNami ahin 2020
I anggal Jaiian 2020

DAFTAR NAMA 1'EIANAT 1 MIUA T KOMETIAE N
PADA KANTOIR KEOAMA TAN WANJATBAILL GBE LA TAN
TAHUN ANGOARAN 2020

~ NAMA / NIf? PEJABAT 11 MOUAT A1

KOMITMIE N PPADA 11OCHAM
— _ , KICIATAN

H.INDRA PUTERA, 8 TP, MM = Peningkatan fiarana dan 02-01-2020
Prasarana

Nip. 13830805 200212 1 001 = Pelayanan Administrasi
Parkantoran

= Peningkatan Garana dan
Prasarana Aparatur

= Peningkatar
Pangembangan Gistem
Pelaporan Capalan
Kinerja Keuangan

= Peningkatan Pelayanan
dan Kapasitas Pemerintah

—————

LﬂCAMAT BANJARBARU SELATAN, 1

A

H.INDRA PUTERA, 8.8TP, MM
Pomblina
NIP.198305056 200212 1 001
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